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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Secara hukum, tanah belum sertipikat atau tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah SKT bukan

merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tanah bekas hak milik adat tidak dapat jaminkan karena belum

mempunyai alas hak. Dipraktiknya dalam perbankan ada contoh kasus yang mengikat kredit dengan agunan

tanah bekas hak milik adat, dan permasalah dalam tesis ini:Bagaimanakah hak jaminan terhadap objek

jaminan yang belum bersertipikat dan Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap akta-aktanya yang

dibuat menurut Per Undang-undangan yang berlaku dan Bagaimanakah penyelesaian eksekusi terhadap

objek jaminan hutang, kesimpulan sebagai berikut 1 hak jaminan yang terhadap objek jaminan yang belum

bersertipikat.perjanjian Kredit yang dijaminkan kepada bank tersebut Proses pendaftaran tanahnya baru akan

dilaksanakan. apabila terjadi kredit macet sebelum Proses pendaftaran tanahnya selesai maka akan

merugikan pihak bank karena jaminan yang diterima bank belum mengikat dan tidak dapat dilakukan proses

eksekusi oleh pihak Bank. 2 tanggung jawab PPAT terhadap akta-akta yang dibuat menurut perundang-

undanngan yang berlaku harus segera mendaftarkan tanah yang menjadi jaminan tersebut ke kantor Badan

Pertanahan Nasional. Hal ini guna menjamin pihak bank sebagai pengucur dana apabila terjadi kredit macet

maka tanah tersenbut dapat di eksekusi. 3 penyelesaian eksekusi terhadap objek jaminan hutang apabila

objek jaminan tersebut belum memiliki alas hak karena sertipikat sedang di proses peningkatan nya maka

proses dari eksekusi sita jaminan tersebut akan terhambat menunggu sampai dengan sertipikat hak milik

terbit barulah dapat dilakukan eksekusi sedangkan bunga dan denda bunga tidak dapat di hapuskan. Metode

penelitian yang akan saya gunakan disini adalah metode penelitian yuridis normatif.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

By law a non certified land or land based on certificate not a proof ownership of land rights the former land

of customary property rights can not be on watch because it does not have a right pad. Practiced in banking

there are examples of cases that bind credit with collateral former land of customary property rights.

Therefore the formulation 1 of the problem how the security of the object of guarantee that has not certified.

2 how are the responsibilities of the act made in accordance with the prevailing laws and regulation 3 How

to complete the execution of the debt securities object. In this paper to raise the problem accordanc with the

research of the case example with the following conclusions as follows. 1 the guarantee rights to the

guaranteed object which have not certified the credit agreement guaranteed to the bank the process of

registration of his new land will be carried out and in case of bad credit before the land registration process

is completed it will harm the bank because the collateral received by the bank has not been binding and can

not be executed by the bank. 2 PPAT responsibility to the deed of act made pursuant to a statutory decree

shall be immediately redisterthe land which is guarantee to the national land agency of this right to

guarantee the bank as a lender if there is a bad credit the the land be executed. 3 completion of execution of

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467756&lokasi=lokal


the object of debt guarantee if the object of the guarantee does not have the right of the certificate of in the

process of its enhancement then the proress of execution will be hampered wait until certificate of property

issued then can be executed while the interest and interest penalty can not be abolished. The research

method I will use is a method of juridical normative research.


